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Abstrak 

The phenomenon of intolerance and violence in the school environment is a problem that has 
continued to escalate in recent years. The minimal understanding of multiculturalism and the 
weak internalization of values of diversity make social interaction in schools vulnerable to 
conflict, prejudice, discrimination, and dehumanization. This article aims to philosophically 
examine the concept of multiculturalism as a basis for strengthening character education and a 
culture of peace in schools. By utilizing a literature review research method, this study integrates 
philosophical ideas of multiculturalism from contemporary literature, studies on inclusive 
education, and multicultural-nuanced learning models. This article finds that the philosophy of 
multiculturalism offers a relevant ethical and epistemological framework for modern education, 
especially in supporting harmonious student relationships, conflict management, and the 
strengthening of tolerance values. The discussion focuses on three main aspects: 1). The 
philosophical understanding of multiculturalism which serves as a conceptual basis for the 
construction of diversity awareness; 2). Its application in the educational environment, including 
curriculum, school culture, and educational leadership practices; and 3). Multicultural learning 
methods that allow for the more concrete internalization of values through dialogue, 
collaboration, and critical reflection. The research results affirm that educational institutions 
have a central role in instilling multicultural awareness from an early age, thereby being able to 
prevent acts of intolerance and violence. This article contributes to the development of the 
philosophy of education discourse by offering a comprehensive approach that can be used as a 
reference in designing inclusive, humanist, and socially just policies and learning practices. 

PENDAHULUAN  

Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah menghadapi tantangan sosial yang semakin 

kompleks akibat meningkatnya tindakan intoleransi dan kekerasan. Berbagai riset 

menunjukkan bahwa tindakan perundungan, diskriminasi berbasis identitas, konflik 

antarsiswa, dan intoleransi terhadap perbedaan menjadi isu yang mengancam iklim 

pembelajaran (Hidayat & Munawar, 2022). Fenomena ini tidak hanya menghambat proses 

pendidikan, namun juga menggerus nilai humanisme dan keberagaman yang seharusnya 

menjadi fondasi hidup bersama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (Suryadinata, 
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2023). Minimnya pemahaman mengenai multikulturalisme membuat peserta didik dan 

pendidik kerap memandang perbedaan sebagai ancaman alih-alih kekayaan. Keterbatasan 

literasi tentang keberagaman juga berimplikasi pada munculnya prasangka, stereotip, jarak 

sosial, hingga tindakan kekerasan simbolik maupun fisik. 

Di banyak sekolah, relasi antarsiswa sering kali dipengaruhi oleh identitas sosial 

seperti agama, etnis, bahasa, maupun kelas sosial. Tanpa kerangka filosofis yang kokoh 

mengenai multikulturalisme, sekolah rentan terjebak dalam praktik homogenisasi yang 

menekan identitas tertentu dan mereduksi ruang dialog (Nurdin, 2021). Padahal, pendidikan 

seharusnya menyediakan ruang yang aman bagi setiap siswa untuk mengekspresikan 

identitasnya, berdialog dengan perbedaan, serta membangun empati. Ketika sekolah gagal 

menyediakan lingkungan yang inklusif, peserta didik dapat menginternalisasi pola intoleransi 

sebagai pola berpikir yang dianggap normal. 

Berbagai studi menegaskan bahwa kekerasan di sekolah kerap berakar dari absennya 

kesadaran filosofis mengenai keberagaman yang berorientasi pada penghormatan martabat 

manusia (Rahman, 2022). Sekolah yang tidak menjadikan multikulturalisme sebagai landasan 

etis cenderung menciptakan situasi belajar yang hierarkis, eksklusif, dan tidak demokratis. 

Akibatnya, tindakan intoleransi dipahami bukan sebagai pelanggaran moral, melainkan 

sebagai bagian dari ekspresi spontan identitas kelompok. Kondisi ini menunjukkan perlunya 

rekonstruksi paradigma pendidikan dengan menempatkan multikulturalisme sebagai basis 

filosofis dalam pembentukan karakter dan budaya damai. 

Filsafat multikulturalisme menawarkan cara pandang yang memungkinkan 

pendidikan mengembangkan penghargaan terhadap keberagaman melalui pendekatan kritis, 

dialogis, dan humanistik. Secara filosofis, multikulturalisme tidak hanya bicara tentang 

keberadaan banyak budaya, tetapi tentang relasi etis dan epistemologis antara subjek yang 

berbeda dalam satu ruang sosial (Parekh, 2021). Dengan demikian, multikulturalisme tidak 

dapat berhenti pada pengakuan keberagaman, tetapi harus mendorong transformasi nilai, 

struktur, dan praktik pendidikan agar lebih inklusif. 

Sekolah sebagai institusi sosial memiliki posisi strategis dalam mencegah intoleransi 

karena di sinilah siswa berinteraksi dalam konteks keberagaman paling nyata (Wijaya, 2024). 

Melalui pendidikan multikultural yang terencana, siswa dapat mempelajari 

kemampuan 

berempati, menyelesaikan konflik secara damai, mengapresiasi identitas diri dan orang lain, 

serta membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian esensial dari kehidupan. 
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Filsafat multikulturalisme memungkinkan guru memahami berbagai perspektif tentang 

identitas, kekuasaan, dan representasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih adil dan 

responsif terhadap perbedaan (Banks, 2022). 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji konsep filsafat 

multikulturalisme dan relevansinya dalam pendidikan sebagai upaya pencegahan intoleransi 

dan kekerasan. Minimnya pemahaman mengenai multikulturalisme di banyak sekolah menjadi 

alasan utama penelitian ini perlu dilakukan. Selain itu, diperlukan pemetaan komprehensif 

mengenai bagaimana nilai multikultural dapat diterapkan dalam kurikulum, budaya sekolah, 

dan metode pembelajaran agar mampu membentuk generasi yang toleran, kritis, dan 

berkeadaban. Pembahasan artikel ini diharapkan dapat memberikan konstruksi teoretis 

sekaligus praktis sebagai rujukan akademik dan pedagogis bagi pendidik dan peneliti 

pendidikan. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur 

mengenai filsafat multikulturalisme, pendidikan multikultural, filsafat pendidikan kritis, dan 

kajian kontemporer mengenai intoleransi di sekolah. Sumber utama berupa buku, artikel jurnal 

internasional dan nasional, serta laporan penelitian dari tahun 2021–2025. Analisis dilakukan 

melalui teknik interpretasi tekstual, komparasi gagasan, dan sintesis konseptual untuk 

membangun pemahaman filosofis dan pedagogis yang komprehensif (Zed, 2021). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1.  Pemahaman Filsafat Multikulturalisme 

Filsafat multikulturalisme sebagai sebuah disiplin muncul dari kebutuhan untuk 

memahami kehidupan manusia yang pada dasarnya selalu berada dalam keragaman. Di dalam 

kehidupan sosial modern, keragaman bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan kondisi dasar 

yang membentuk hampir seluruh aspek interaksi manusia. Parekh (2021) menyebut 

keberagaman sebagai kondisi ontologis manusia, suatu keniscayaan yang tidak dapat dihapus 

tanpa menghilangkan sebagian dari identitas manusia itu sendiri. Dari sudut pandang 

filsafat, multikulturalisme tidak hanya merujuk pada keberadaan berbagai budaya, melainkan 

pada prinsip etis, politik, dan epistemologis yang mengatur relasi antarindividu dari latar 

belakang berbeda. 

Dalam tradisi filsafat politik, multikulturalisme berkembang sebagai respon terhadap 

kegagalan model universalisme liberal yang dianggap tidak cukup mengakomodasi perbedaan 

identitas. Taylor (2022) menegaskan bahwa masyarakat modern membutuhkan politik 
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pengakuan (politics of recognition), karena identitas manusia dibentuk oleh pengakuan sosial 

terhadap nilai- nilai dan latar kultural yang mereka anut. Pendidikan yang gagal memberikan 

pengakuan setara terhadap identitas peserta didik cenderung menghasilkan ketimpangan 

relasi kuasa dan melanggengkan bentuk-bentuk marginalisasi. Dengan demikian, pemahaman 

filsafat multikulturalisme sangat penting karena ia memberikan landasan bagi penghargaan 

martabat manusia melalui pengakuan setara atas berbagai identitas. 

Multikulturalisme juga memiliki dimensi epistemologis yang sangat kuat. Dalam 

perspektif epistemologi kritis, pengetahuan dipandang tidak pernah netral, melainkan lahir 

dari konteks sosial, tradisi budaya, dan pengalaman historis kelompok tertentu. Brookfield 

(2023) menyatakan bahwa pengetahuan selalu merepresentasikan sudut pandang dominan, 

kecuali jika pendidikan secara sadar memberi ruang bagi munculnya perspektif minoritas. Di 

sinilah filsafat multikulturalisme berperan: ia mengajarkan bahwa keadilan epistemik hanya 

dapat dicapai jika seluruh kelompok sosial memiliki kesempatan yang setara untuk 

memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan. Ketika sekolah hanya menggunakan 

kurikulum yang bias budaya dominan, ia menciptakan ketidakadilan epistemik yang pada 

akhirnya dapat berujung pada diskriminasi dan intoleransi. 

Secara etis, multikulturalisme berpijak pada prinsip penghormatan terhadap martabat 

manusia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan 

identitas budayanya tanpa harus mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya 

mayoritas. Han (2022) menunjukkan bahwa rasa aman identitas merupakan fondasi 

psikologis yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan kelompok lain. Ketika 

individu merasa identitasnya diakui dan dihargai, ia cenderung membangun hubungan positif 

dan tidak menempatkan perbedaan sebagai ancaman. Sebaliknya, jika identitas ditekan atau 

diabaikan, individu atau kelompok sosial dapat berkembang menjadi defensif dan 

memproduksi pola intoleransi terhadap yang berbeda. 

Lebih jauh, filsafat multikulturalisme terkait erat dengan konsep keadilan sosial. Rawlsian 

justice menekankan prinsip fairness sebagai dasar keadilan, namun dalam konteks masyarakat 

majemuk, keadilan tidak dapat hanya dipahami sebagai distribusi sumber daya material, 

melainkan juga keadilan representasi, simbolik, dan kultural. Suryadinata (2023) menyebut 

bahwa salah satu akar intoleransi di sekolah adalah ketidakadilan simbolik, yakni 

ketertinggalan atau ketidakhadiran representasi kelompok tertentu baik dalam kurikulum 

maupun aktivitas sekolah. Ini menunjukkan bahwa multikulturalisme menuntut perubahan 

struktural di sekolah agar lebih adil secara budaya. 
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Multikulturalisme juga menolak gagasan asimilasi. Berbeda dengan asimilasi yang 

menuntut peleburan budaya minoritas ke dalam budaya dominan, multikulturalisme 

memandang bahwa keberagaman justru memperkaya kehidupan sosial. Banks (2022) 

menjelaskan bahwa identitas budaya berfungsi sebagai sistem makna yang membantu individu 

memahami dunia. Menghilangkan identitas budaya berarti menghilangkan salah satu sumber 

utama pembentukan moralitas, pengetahuan, dan cara berpikir. Dalam konteks pendidikan, 

asimilasi telah terbukti gagal karena tidak mampu menangani akar konflik yang muncul dari 

prasangka, stereotip, dan ketidaksetaraan struktural. 

Selain itu, filsafat multikulturalisme berakar pada tradisi humanisme, terutama dalam hal 

penekanan pada hubungan antarmanusia yang setara dan saling menghormati. Freire (2022) 

menekankan bahwa hubungan manusia harus diatur oleh prinsip dialog, karena dialog 

merupakan sarana untuk memahami keberagaman pengalaman dan membangun kesadaran 

kritis. Dialog bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi proses pembentukan kesadaran 

bersama di mana setiap pihak diakui sebagai subjek. Pendekatan dialogis ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip multikulturalisme yang melihat keberagaman sebagai kesempatan untuk 

pembelajaran moral dan kognitif. 

Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, pemahaman filsafat multikulturalisme 

menjadi semakin penting. Indonesia terdiri dari ratusan kelompok etnis, bahasa, agama, dan 

tradisi budaya yang saling berkelindan. Namun, seperti ditunjukkan Hidayat dan Munawar 

(2022), keberagaman ini tidak selalu disertai pemahaman yang memadai sehingga sering 

memicu konflik, terutama di kalangan remaja sekolah. Fenomena intoleransi yang muncul di 

ruang pendidikan merupakan refleksi minimnya pemahaman filosofis terhadap 

multikulturalisme, baik di kalangan pendidik maupun  peserta  didik.  Ketika  keberagaman  

dipahami  secara  dangkal,  sekolah  hanya 

mempraktikkan multikulturalisme secara seremonial dan tidak menyentuh perubahan nilai 

maupun relasi sosial. 

Dalam perspektif ini, multikulturalisme harus dipahami secara substantif, yakni sebagai 

sebuah kerangka berpikir yang membentuk cara manusia menilai dunia. Substantivitas ini 

menuntut pemikiran reflektif terhadap bagaimana identitas dibentuk, bagaimana pengalaman 

sosial diproduksi, dan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat. Rahman (2022) 

menunjukkan bahwa intoleransi sering kali berakar pada ketidaksadaran mengenai struktur 

kekuasaan yang tidak adil. Ketika siswa tidak memahami bagaimana prasangka dan stereotip 

bekerja, mereka rawan terjebak dalam reproduksi kekerasan simbolik. 
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Oleh sebab itu, filsafat multikulturalisme tidak dapat dilepaskan dari kritik sosial. Ia 

menyadarkan individu bahwa keberagaman bukan sekadar fakta sosial, tetapi arena politik 

yang di dalamnya terdapat ketimpangan representasi, kekuasaan, dan nilai dominan. 

Pendidikan harus bertugas membongkar ketimpangan ini melalui proses refleksi kritis. 

Brookfield (2023) menyebut bahwa refleksi kritis adalah kemampuan untuk menantang 

asumsi dasar yang selama ini diterima sebagai kebenaran tanpa disadari. Dengan demikian, 

siswa perlu dididik untuk mempertanyakan struktur nilai yang ada, terutama nilai-nilai yang 

mendeskriminasi kelompok tertentu. 

Secara keseluruhan, pemahaman filsafat multikulturalisme menghasilkan tiga kesadaran 
penting: 

1. Kesadaran ontologis, bahwa keberagaman adalah bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. 

2. Kesadaran epistemik, bahwa pengetahuan terbentuk oleh konteks budaya dan 

harus terbuka terhadap banyak perspektif. 

3. Kesadaran etis, bahwa relasi antarindividu membutuhkan penghormatan setara 

terhadap identitas budaya. 

Ketiga kesadaran ini menjadi dasar dalam membentuk praktik pendidikan yang adil dan 

inklusif. Tanpa pemahaman filosofis yang mendalam, sekolah akan gagal merespons fenomena 

intoleransi dan kekerasan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi. Dengan 

demikian, filsafat multikulturalisme harus dipandang sebagai fondasi konseptual yang 

membimbing desain kurikulum, budaya sekolah, dan interaksi sosial dalam pendidikan 

modern. 

Dalam konteks ontologis, filsafat multikulturalisme menempatkan keberagaman sebagai 

realitas fundamental yang tidak dapat direduksi ke dalam kategori tunggal. Keberagaman 

dilihat bukan sebagai kesenjangan yang harus dihapuskan, melainkan sebagai struktur dasar 

kehidupan sosial yang meniscayakan penerimaan, relasi etis, dan proses saling memahami. Para 

pemikir seperti Kymlicka (1995) dan Taylor (1994) menegaskan bahwa identitas individu 

terbentuk dalam hubungan dialogis dengan budaya dan kelompok sosialnya. Dengan 

demikian, pendekatan monokultural yang memaksakan homogenitas justru mereduksi 

keutuhan eksistensial manusia sebagai makhluk berbudaya dan berkomunitas. Perspektif 

ontologis ini memberi landasan bahwa sekolah tidak dapat mengabaikan keragaman peserta 

didik karena menafikan keragaman berarti menafikan kenyataan fundamental kemanusiaan 

itu sendiri (Banks, 2022). 



Nama penulis pertama: judul ringkas artikel 

 

Halaman | 7 

Secara epistemologis, filsafat multikulturalisme menunjukkan bahwa pengetahuan tidak 

pernah sepenuhnya netral, melainkan terbentuk melalui sejarah, bahasa, pengalaman, serta 

cara pandang komunitas tertentu. Pengetahuan dominan yang selama ini direproduksi di 

sekolah sering kali mencerminkan perspektif kelompok mayoritas, sehingga suara minoritas 

menjadi terpinggirkan (Nieto, 2021). Dalam hal ini, multikulturalisme mengusulkan 

epistemologi yang lebih dialogis, yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui perjumpaan 

berbagai perspektif. Pendekatan ini menempatkan semua peserta didik sebagai subjek 

epistemik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang layak dihargai. Konsep epistemik 

keadilan (epistemic justice) yang dikembangkan Fricker (2007) menjadi relevan karena 

menyatakan bahwa ketidakadilan terjadi bukan hanya secara sosial tetapi juga secara 

epistemik ketika seseorang dianggap tidak layak dipercaya hanya karena berasal dari 

kelompok tertentu. 

Sementara itu, tinjauan aksiologis menjelaskan bahwa nilai-nilai multikulturalisme 

berorientasi pada pembentukan sikap saling menghormati, toleransi, empati, dan keadilan 

sosial (Gorski, 2022). Nilai-nilai ini bukan sekadar norma sosial, melainkan orientasi etis yang 

wajib hadir dalam kehidupan pendidikan. Sekolah sebagai ruang pembentukan karakter harus 

mampu memfasilitasi dialog antarbudaya dan membangun etos kemanusiaan. Di tengah 

meningkatnya kasus intoleransi dan kekerasan di sekolah, nilai-nilai aksiologis 

multikulturalisme berfungsi sebagai dasar etis yang menolak segala bentuk diskriminasi atas 

dasar agama, etnis, gender, atau latar sosial-ekonomi. Filosofi pendidikan multikultural ini 

memandang bahwa setiap anak memiliki martabat yang sama dan pendidikan harus menjadi 

ruang pembebasan, bukan penindasan (Freire, 2021). 

Perkembangan teori multikultural juga mengalami perluasan dalam dua dekade terakhir. 

Jika pada awalnya multikulturalisme lebih menekankan pengakuan budaya (recognition), kini 

pendekatannya meluas ke arah keadilan struktural, inklusi sosial, dan interkulturalitas 

(García & O’Donnell, 2021). Interkulturalitas menekankan interaksi aktif antarbudaya 

sehingga peserta didik tidak hanya belajar tentang budaya lain secara pasif, tetapi 

mengembangkan relasi dialogis yang setara. Pendekatan ini sangat relevan untuk sekolah yang 

mengalami gesekan antaridentitas karena mengedepankan proses saling memahami, 

membangun solidaritas, dan menghilangkan stereotip. 

Lebih jauh, filsafat multikulturalisme tidak dapat dipisahkan dari kritik terhadap dominasi 

kekuasaan. Pemikiran postkolonial seperti yang dikemukakan Said (1978) dan Spivak (1999) 

memperingatkan bahwa struktur kekuasaan sering kali bekerja melalui bahasa dan 

pendidikan sehingga menghasilkan hierarki budaya. Sekolah dapat menjadi ruang di mana 
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budaya mayoritas dianggap “standar” sementara budaya minoritas dianggap “lain”, “kurang”, 

atau “perlu dibina”. Karena itu, pendidikan multikultural berbasis filsafat menuntut analisis 

kritis terhadap kurikulum, praktik belajar mengajar, dan relasi antara guru dan peserta didik 

agar tidak mereproduksi bias dan ketidakadilan. 

Di ranah praksis, pemahaman filsafat multikulturalisme menekankan pentingnya 

membangun kesadaran reflektif (critical awareness). Guru dan siswa harus memiliki 

kemampuan untuk membaca konteks sosial-budaya, mengenali bias, serta mengevaluasi 

tindakan yang berpotensi diskriminatif. Kesadaran reflektif ini adalah inti dari filsafat 

pendidikan progresif yang memandang pendidikan sebagai proses dialogis untuk membentuk 

manusia yang matang secara moral dan sosial (Noddings, 2021). Dengan demikian, 

multikulturalisme tidak hanya berhenti pada konsep atau idealisasi, tetapi harus menjadi 

kerangka berpikir yang mengarahkan perilaku, kebijakan sekolah, dan praktik pembelajaran. 

Dalam dunia pendidikan modern, filsafat multikulturalisme juga berhubungan erat dengan 

teori identitas, globalisasi, dan perkembangan teknologi digital. Ruang digital memperluas 

interaksi antarbudaya sekaligus memperbesar potensi konflik identitas. Peserta didik kini 

berhadapan dengan narasi-narasi intoleran, ujaran kebencian, dan polarisasi yang tersebar di 

media sosial. Karena itu, pemahaman multikulturalisme harus mencakup literasi digital, 

kemampuan 

memilah informasi, dan etika bermedia (Jenkins, 2023). Tanpa kemampuan ini, sekolah 

akan kesulitan membentuk karakter toleran di tengah banjir informasi digital yang tidak 

terkendali. 

Filsafat multikulturalisme dengan demikian menjadi landasan yang sangat penting untuk 

merespons kompleksitas dunia pendidikan kontemporer. Paradigma ini tidak hanya 

memperkaya wawasan teoretis, tetapi juga memberikan arah untuk membangun sistem 

pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan humanis. Pemahaman mendalam tentang 

multikulturalisme menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang 

aman, bebas dari kekerasan, dan mampu merayakan keberagaman sebagai kekuatan bersama. 

Penerapan filsafat multikulturalisme di lingkungan pendidikan 

Penerapan filsafat multikulturalisme di lingkungan pendidikan merupakan proses 

dinamis yang melibatkan transformasi paradigma, struktur, kebijakan, praktik pembelajaran, 

serta relasi sosial antarwarga sekolah. Filsafat multikulturalisme tidak cukup hanya dipahami 

pada tataran teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam desain pendidikan yang secara sadar 
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mengakomodasi dan mengapresiasi keragaman budaya, agama, bahasa, gender, dan latar sosial-

ekonomi peserta didik. Implementasi multikulturalisme menjadi sangat krusial karena sekolah 

adalah ruang sosial yang secara simultan membentuk identitas individu, relasi kekuasaan, dan 

nilai-nilai sosial. Ketika sekolah gagal mengakomodasi keragaman, maka yang muncul adalah 

polarisasi, stereotip, dan tindakan kekerasan yang diperparah oleh ketidakmampuan warga 

sekolah untuk memahami dan menghargai perbedaan (Nieto & Bode, 2021). Dengan demikian, 

penerapan multikulturalisme bukan sekadar strategi pedagogis, tetapi sebuah kebutuhan 

moral dan filosofis dalam rangka menciptakan kehidupan pendidikan yang lebih harmonis, 

adil, dan humanis. 

Implementasi multikulturalisme yang pertama dapat dilakukan melalui perumusan 

kebijakan sekolah yang berpihak pada penguatan nilai inklusivitas dan anti-diskriminasi. 

Kebijakan tersebut mencakup aturan formal, prosedur, dan mekanisme penanganan konflik 

yang menegaskan komitmen sekolah untuk mencegah intoleransi dan kekerasan, baik verbal 

maupun fisik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan anti-intoleransi 

yang jelas akan memperkuat rasa aman siswa dan meningkatkan kualitas hubungan sosial di 

sekolah (Banks, 2022). Namun kebijakan saja tidak cukup; sekolah perlu memastikan bahwa 

kebijakan tersebut dipahami, diinternalisasi, dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Guru, 

tenaga kependidikan, dan bahkan orang tua harus terlibat dalam upaya membangun budaya 

inklusif sehingga kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. 

Melalui kurikulum, penerapan filsafat multikulturalisme dapat dilakukan dengan cara 

memasukkan perspektif berbagai kelompok budaya dalam materi ajar. Kurikulum yang 

berorientasi monokultural sering kali memusatkan cerita, tokoh, sejarah, dan nilai tertentu, 

sementara kelompok lain termarginalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang 

beragam secara budaya dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) siswa dari 

berbagai latar belakang (Gay, 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan studi kasus 

multikultural, literatur dari berbagai budaya, sejarah kelompok minoritas, serta diskusi isu-isu 

kontemporer seperti migrasi, diskriminasi, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, kurikulum 

berbasis multikultural dapat mengangkat kekayaan kearifan lokal seperti tradisi musyawarah, 

gotong-royong, dan toleransi antaragama yang historis berkembang di berbagai daerah. 

Dengan menjadikan budaya lokal sebagai bagian kurikulum, sekolah dapat membangun 

kesadaran bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan warisan sosial yang harus dirawat. 

Kondisi sekolah yang multikultural membutuhkan proses pembelajaran yang 

menghargai gaya belajar yang berbeda. Peserta didik yang berasal dari budaya kolektivis 

mungkin lebih nyaman bekerja dalam kelompok, sementara peserta didik dari budaya 
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individualis lebih menyukai aktivitas mandiri. Guru harus mampu mempertimbangkan 

perbedaan tersebut dalam memilih metode, strategi, dan media pembelajaran (Banks, 2022). 

Selain itu, bahasa juga perlu mendapat perhatian karena banyak peserta didik yang 

menggunakan bahasa ibu di rumah dan menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan 

bahasa instruksi di sekolah. Guru perlu mengembangkan sikap sensitif bahasa (linguistic 

sensitivity) dan tidak menilai kemampuan akademik siswa hanya berdasarkan kemampuan 

berbahasa formal. 

Relasi guru-siswa merupakan aspek penting dalam penerapan multikulturalisme. 

Guru tidak boleh memposisikan diri sebagai otoritas yang memaksakan nilai tunggal, tetapi 

sebagai fasilitator dialog antarbudaya. Guru perlu menunjukkan empati budaya (cultural 

empathy), yaitu kemampuan memahami pengalaman, latar belakang, dan nilai-nilai siswa 

tanpa menghakimi. Penelitian Gorski (2022) menunjukkan bahwa empati budaya guru 

berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat konflik dan meningkatkan harmoni sosial 

di kelas. Selain itu, guru harus memiliki kesadaran kritis terhadap bias pribadi. Setiap guru, 

baik sadar maupun tidak, membawa prasangka yang terbentuk dari pengalaman hidup. Oleh 

karena itu, refleksi diri menjadi bagian penting dalam pendidikan multikultural. Program 

pelatihan guru harus mencakup materi tentang bias implisit, stereotip, dan diskriminasi 

struktural agar guru memiliki kemampuan mendeteksi dan mencegah reproduksi 

ketidakadilan di kelas. 

Praktik pengelolaan kelas juga memegang peran besar dalam penerapan 

multikulturalisme. Pengelolaan kelas yang sensitif budaya menghargai perbedaan dalam 

ekspresi emosional, gaya komunikasi, dan interaksi sosial. Misalnya, beberapa budaya menilai 

kontak mata langsung sebagai bentuk sopan, sementara budaya lain menafsirkannya sebagai 

sikap menantang. Kesadaran ini dapat membantu guru menghindari kesalahpahaman yang 

dapat memicu konflik. Guru yang mampu membaca perbedaan ini akan lebih efektif 

menciptakan suasana aman dan inklusif bagi peserta didik. Selain itu, pengaturan tempat 

duduk, pembagian kelompok belajar, serta penggunaan media pembelajaran harus dirancang 

untuk memastikan interaksi antarbudaya berlangsung secara alami dan positif. 

Penerapan multikulturalisme juga mencakup lingkungan fisik sekolah, seperti poster, 

karya seni, dan simbol-simbol budaya yang ditampilkan di kelas atau koridor sekolah. 

Lingkungan fisik yang mencerminkan keberagaman dapat meningkatkan rasa dihargai siswa 

dan menegaskan komitmen sekolah terhadap nilai-nilai multikultural (Banks, 2022). Tidak 

kalah penting, kegiatan ekstrakurikuler seperti festival budaya, lokakarya kebinekaan, dan 



Nama penulis pertama: judul ringkas artikel 

 

Halaman | 11 

kegiatan seni dapat menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antar siswa dari 

berbagai latar belakang. 

Di era digital, penerapan multikulturalisme harus merespons tantangan baru berupa 

polarisasi media sosial, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, literasi 

digital menjadi bagian penting dalam pendidikan multikultural. Sekolah harus mengajarkan 

cara memverifikasi informasi, mengenali ujaran kebencian, serta membangun etika komunikasi 

online. Jenkins (2023) menegaskan bahwa literasi digital yang berorientasi multikultural akan 

melahirkan warga digital yang mampu berinteraksi secara sehat di ruang publik. 

Terakhir, penerapan multikulturalisme membutuhkan kolaborasi dengan keluarga dan 

komunitas. Nilai-nilai toleransi tidak hanya dibangun di sekolah, tetapi juga diperkuat melalui 

interaksi dengan lingkungan sosial. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dapat 

menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi perkembangan karakter multikultural 

peserta didik. Praktik ini relevan terutama di masyarakat yang masih rentan terhadap isu 

intoleransi berbasis agama atau etnis. Ketika sekolah dan keluarga bekerja sama, peserta didik 

akan memiliki konsistensi nilai yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara keseluruhan, penerapan filsafat multikulturalisme di lingkungan pendidikan 

merupakan proses komprehensif yang melibatkan transformasi struktural, pedagogis, dan 

kultural. Tantangan yang muncul seperti bias internal guru, kurikulum yang belum 

sepenuhnya inklusif, serta dinamika konflik identitas dapat diatasi melalui pelatihan intensif, 

perubahan kebijakan, dan pembiasaan interaksi antarbudaya. Pada akhirnya, sekolah yang 

berhasil menerapkan nilai-nilai multikulturalisme bukan hanya mampu menurunkan tingkat 

intoleransi dan kekerasan, tetapi juga menciptakan generasi muda yang memiliki kompetensi 

sosial, etis, dan kultural untuk hidup di tengah dunia yang semakin beragam dan terhubung. 

3. Metode Pembelajaran Multikulturalisme 

Pengembangan metode pembelajaran multikulturalisme merupakan aspek kunci 

dalam upaya membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap 

keragaman peserta didik. Metode pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai teknik mengajar, 

tetapi sebagai bagian dari strategi besar untuk membentuk karakter, mengembangkan 

kesadaran kritis, dan menciptakan pengalaman belajar yang menghargai keberagaman. Dalam 

konteks ini, pembelajaran multikultural menuntut guru untuk menghadirkan ruang belajar 

yang demokratis, dialogis, dan berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana ditekankan oleh 

Freire (2021) bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan yang menempatkan peserta 

didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. 
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Salah satu metode utama dalam pembelajaran multikultural adalah pembelajaran 

dialogis. Pendekatan ini menempatkan dialog sebagai inti dari proses pendidikan, di mana 

peserta didik saling bertukar perspektif, pengalaman, dan nilai budaya. Dialog memungkinkan 

siswa untuk memahami bahwa perbedaan bukan merupakan ancaman, tetapi sumber 

kekayaan pengalaman sosial. Dalam pembelajaran dialogis, guru bukan satu-satunya sumber 

pengetahuan, melainkan fasilitator yang membantu siswa membangun makna. Noddings 

(2021) menyatakan bahwa hubungan pembelajaran yang berlandaskan kepedulian (caring) 

sangat penting untuk menciptakan ruang dialogis yang aman. Dengan cara ini, pembelajaran 

tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk kesadaran etis dan empati antar 

peserta didik. 

Selain dialog, pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) menjadi 

metode yang sangat efektif dalam mengembangkan pemahaman multikultural. Peserta didik 

diajak untuk 

mengamati fenomena sosial, melakukan refleksi kritis, dan menghubungkan pengalaman 

mereka dengan persoalan keberagaman. Model ini merujuk pada pemikiran Kolb (1984) yang 

menekankan pentingnya siklus pengalaman-konsep-refleksi dalam pembentukan 

pengetahuan. Dalam konteks multikultural, pembelajaran berbasis pengalaman dapat 

dilakukan melalui proyek sosial, kunjungan budaya, diskusi film, penugasan observasi, dan 

kegiatan berbasis komunitas. Metode ini membantu peserta didik untuk memahami secara 

langsung realitas sosial, termasuk dinamika interaksi antar kelompok, potensi konflik, dan 

nilai-nilai toleransi. Penelitian García dan O’Donnell (2021) menunjukkan bahwa siswa yang 

terlibat dalam pembelajaran berbasis pengalaman memiliki tingkat kesadaran multikultural 

yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya belajar melalui pendekatan konvensional. 

Metode lainnya adalah pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Dalam konteks 

multikultural, cooperative learning menekankan kerja sama antar siswa dari latar belakang 

berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran seperti Jigsaw, Teams-Games-

Tournament, dan Student Teams Achievement Division telah terbukti meningkatkan interaksi 

positif antar siswa, menurunkan stereotip, dan memperkuat solidaritas sosial (Johnson & 

Johnson, 2020). Ketika siswa bekerja dalam kelompok heterogen, mereka belajar untuk 

menghargai kontribusi setiap anggota, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik secara 

konstruktif. Cooperative learning menciptakan ruang aman di mana keberagaman dianggap 

sebagai modal sosial, bukan hambatan. 
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Pembelajaran multikultural juga dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis 

proyek (project-based learning). Model ini mengajak peserta didik untuk memecahkan 

masalah nyata yang terkait dengan isu keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial. Proyek ini 

dapat melibatkan pembuatan kampanye anti-diskriminasi, penelitian etnografi sederhana, 

penyusunan pameran budaya, atau pengembangan media literasi digital tentang toleransi. 

Project-based learning memungkinkan siswa untuk menjadi produsen pengetahuan sekaligus 

agen perubahan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka. Jenkins (2023) 

mencatat bahwa proyek berbasis teknologi dapat memperluas jangkauan dialog antar budaya 

melalui media digital, sehingga siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terhubung 

di ruang publik yang lebih luas. 

Metode pembelajaran multikultural tidak dapat dilepaskan dari critical pedagogy. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya kemampuan peserta didik untuk menganalisis 

struktur 

kekuasaan, bias sosial, dan ketidakadilan yang terjadi dalam realitas kehidupan mereka. 

Freire (2021) menjelaskan bahwa pendidikan yang membebaskan harus membantu peserta 

didik menyadari kondisi sosial yang menindas dan memberdayakan mereka untuk melakukan 

tindakan transformatif. Dalam konteks sekolah, critical pedagogy dapat diwujudkan melalui 

analisis media, studi kasus diskriminasi, debat etis, dan refleksi tertulis yang mendorong siswa 

mempertanyakan narasi dominan. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami 

multikulturalisme secara normatif, tetapi menginternalisasi nilai-nilainya melalui analisis 

kritis. 

Selain itu, metode pembelajaran multikultural menuntut guru untuk menerapkan 

culturally responsive teaching (CRT) seperti yang dikembangkan Gay (2022) dan Ladson-

Billings (2021). CRT adalah pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan budaya siswa ke 

dalam seluruh aspek pembelajaran. Guru harus mengenal latar belakang keluarga, nilai budaya, 

cara komunikasi, serta praktik belajar yang sesuai dengan pengalaman siswa. Menurut Gay 

(2022), guru yang responsif budaya mampu menciptakan ruang belajar yang relevan secara 

budaya, meningkatkan motivasi, dan memperkuat keterlibatan siswa. Salah satu strategi 

dalam CRT adalah menghadirkan materi ajar yang relevan dengan identitas siswa serta 

menggunakan contoh, metafora, atau simbol budaya yang mereka kenal untuk menjelaskan 

konsep abstrak. Strategi lain adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengekspresikan identitas budaya mereka melalui berbagai bentuk karya seni, literasi, dan 

presentasi. 
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Komponen penting lainnya adalah literasi multikultural, yakni kemampuan memahami 

representasi budaya dalam teks, media, dan simbol sosial. Guru dapat menggunakan berbagai 

jenis bacaan—cerpen, puisi, biografi, artikel ilmiah, serta teks digital—untuk membantu siswa 

menganalisis cara budaya direpresentasikan dan bagaimana representasi tersebut membentuk 

pemahaman sosial. Literasi multikultural tidak hanya mengajarkan siswa untuk memahami isi 

teks, tetapi juga membaca “di balik teks”, yaitu melihat bias, stereotip, dan ideologi yang 

tersembunyi dalam narasi (Banks, 2022). Pengembangan literasi multikultural selektif sangat 

penting di era informasi karena peserta didik saat ini terpapar berbagai pesan budaya dari 

media sosial, film, dan konten digital lain yang tidak selalu mencerminkan nilai toleransi. 

Dalam pembelajaran multikultural, refleksi diri menjadi metode yang tidak kalah 

penting. Refleksi dapat dilakukan melalui jurnal harian, esai pribadi, atau diskusi kelompok 

kecil. Refleksi membantu siswa memahami bagaimana nilai, keyakinan, dan pengalaman 

pribadi memengaruhi 

persepsi mereka terhadap orang lain. Menurut Gorski (2022), refleksi adalah langkah 

penting dalam membentuk kesadaran kritis karena membantu siswa mengenali bias internal 

dan mengembangkan empati kultural. Guru juga perlu melakukan refleksi tentang praktik 

pengajaran mereka sendiri untuk memastikan bahwa pembelajaran yang berlangsung tidak 

memperkuat ketidaksetaraan. 

Di era digital, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran 

multikultural melalui media interaktif, video edukasi, ruang diskusi virtual, dan platform 

kolaboratif. Teknologi dapat menghubungkan siswa dengan berbagai sumber budaya global 

dan menghadirkan perspektif yang lebih luas daripada sumber lokal saja. Jenkins (2023) 

menyebut pembelajaran kolaboratif digital sebagai bentuk baru multikulturalisme yang 

memungkinkan interaksi lintas budaya secara real time. Namun demikian, penggunaan 

teknologi tetap harus disertai dengan literasi digital agar siswa dapat menilai informasi secara 

kritis dan menghindari paparan konten intoleran. 

Dengan berbagai metode di atas, pembelajaran multikulturalisme menjadi upaya 

komprehensif yang tidak hanya melibatkan pengembangan kognitif, tetapi juga afektif dan 

sosial. Pembelajaran ini diarahkan untuk membentuk peserta didik yang menghargai 

keberagaman, mampu berkomunikasi antarbudaya, serta memiliki kesadaran moral terhadap 

keadilan sosial. Ketika metode pembelajaran multikultural diterapkan secara konsisten, 

sekolah dapat menjadi ruang aman bagi setiap individu, terhindar dari tindakan intoleransi 
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dan kekerasan, serta menjadi wahana penguatan karakter bangsa yang inklusif, demokratis, 

dan humanis. 

KESIMPULAN  

Filsafat multikulturalisme menjadi landasan konseptual yang sangat penting dalam upaya 

menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas dari intoleransi maupun 

kekerasan. Dalam konteks pendidikan modern yang ditandai oleh meningkatnya keragaman 

budaya, agama, bahasa, dan identitas sosial, multikulturalisme memberikan pemahaman 

fundamental bahwa keberagaman adalah realitas ontologis yang harus dihargai dan dirayakan, 

bukan ditolak atau dihomogenkan. Pemahaman filosofis yang meliputi aspek ontologis, 

epistemologis, dan aksiologis menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya 

berkaitan dengan pengakuan budaya, tetapi juga kritik terhadap relasi kuasa yang timpang, 

keadilan epistemik, dan pembentukan kesadaran etis dalam pendidikan. 

Penerapan filsafat multikulturalisme dalam lingkungan pendidikan kemudian mengarah 

pada transformasi kebijakan sekolah, kurikulum, metode pengajaran, serta budaya interaksi 

antarwarga sekolah. Implementasi yang efektif membutuhkan komitmen kolektif seluruh 

pemangku kepentingan, termasuk guru, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Sekolah harus 

menjadi ruang aman yang menegakkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, serta 

memberikan ruang bagi ekspresi budaya secara adil. Kebijakan anti-diskriminasi, kurikulum 

inklusif, dan kultur sekolah yang positif menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang mendukung keberagaman. 

Metode pembelajaran multikulturalisme berperan penting dalam menginternalisasi nilai-

nilai tersebut pada peserta didik. Pendekatan dialogis, experiential learning, cooperative 

learning, project-based learning, critical pedagogy, serta culturally responsive teaching 

menjadi strategi utama untuk membantu peserta didik memahami dan menghargai 

keberagaman. Metode tersebut tidak hanya melatih kemampuan akademik dan sosial, tetapi 

juga membangun empati, kesadaran kritis, serta kemampuan berinteraksi antar budaya. 

Teknologi digital juga menjadi bagian integral dalam praktik pembelajaran multikultural, 

terutama dalam menghadapi tantangan era informasi dan komunikasi global. 

Dengan demikian, filsafat multikulturalisme, implementasi pendidikan multikultural, dan 

metode pembelajaran multikulturalisme membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi. 

Ketiganya penting untuk merespons meningkatnya kasus intoleransi dan kekerasan di sekolah 

yang muncul akibat kurangnya pemahaman tentang keragaman. Pendidikan multikultural 

bukan sekadar mata pelajaran atau wacana, tetapi komitmen jangka panjang untuk 
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membentuk generasi yang humanis, demokratis, dan mampu hidup secara harmonis dalam 

masyarakat plural. Sekolah yang menerapkan nilai-nilai multikulturalisme secara konsisten 

akan melahirkan peserta didik yang berkarakter inklusif, kritis, dan siap berperan sebagai 

warga global yang menghargai keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman. 
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